Camat Amuntai Selatan Inginkan Jalan di Desa Kayakah Dapat Dilintasi Roda

-
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Amuntai (ANTARA) - Camat Amuntai Selatan (Amsel), Kabupaten Hulu Sungai Utara, Yudi
Rifani menginginkan akses jalan menuju Desa Kayakah, Kecamatan Amuntai Selatan bagus dan
bisa dilalui kendaraan roda empat.

Camat Amuntai Selatan Yudi Rifani beberapa waktu lalu, berharap kepada Pemerintah Daerah
(HSU) ada percepat pembangunan akses jalan menuju desa tersebut.

“Kami menyampaikan permohonan dan harapan dari warga Desa Kayakah, terkait adanya
percepatan pembangunan jalan agar bisa dilalui roda empat,” ungkap Camat Amsel pada kegiatan
Safari Ramadhan Pemkab HSU di Masjid Al Maghfirah Desa Kayakah, Jumat (22/3).

Pada kesempatan itu, Yudi juga mengucapkan terima kasih kepada Pj Bupati Zakly Asswan dan
rombongan yang telah berkenan melaksanakan Safari Ramadhan di Desa Kayakah.

“Selamat datang dan terima kasih yang tak terhingga karena pada kesempatan pada kali ini Desa
Kayakah dipercaya menjadi tuan rumah di acara Safari Ramadhan Pemkab HSU,” katanya.
Mudah-mudah lanjut dia, program-program lainnya Pemerintah Desa Kayakah bisa dilibatkan
sebagai tuan rumah.

“Kami harap silaturahmi antara pejabat Pemkab HSU dengan masyarakat Desa Kayakah terus

solid dan terjalin baik,” pungkasnya.
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Diketahui ada beberapa titik jalan menuju desa tersebut yang belum tersentuh pengerjaan

pelebaran jalan sehingga tidak bisa dilalui mobil.

Desa Kayakah juga merupakan di antara salah satu desa paling ujung yang ada di Kabupaten

HSU, karena sebelah utara Desa Kayakah berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah
(Kalteng).

Untuk menuju Desa Kayakah hanya bisa dilalui roda dua melintasi jalan darat, sedangkan

transportasi air bisa menggunakan kapal ataupun perahu motor.
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Catatan:
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

1) Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka
13);

2) Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak
perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan
ketentuan peraturan perLtndang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang
merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 28 ayat (2));

3) Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah.

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan
Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait
Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.
Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan
Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan

Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
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Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai

dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

(Pasal 49)

4) Kilasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

a. belanja operasi;

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari
Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

b. belanja modal;

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset
lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

c. belanja tidak terduga;

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk
keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi
sebelumnya.

d. belanja transfer.

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa

(Pasal 55)

5) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam

rangka pengadaan aset tetap dan asset lainnya (Pasal 64 ayat (1));

6) Belanja modal meliputi:

a. belanjatanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud
untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisisiap
dipakai;

b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin
mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan
peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua
belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;

c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan
bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud
untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap

dipakai;

d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi,

dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah
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Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi
siap dipakai;

e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya
mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok asset tetap
yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan
dalam kondisi siap dipakai; dan

f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak
digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi
aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

(Pasal 65)
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